
Upaya Menemukan Kesimbangan
Hubungan Pusat Dan Daerah

SuiliFahmi

Absttact
,t is obvious, that ttre Derf,ntahzalion llnt occufied through Law No. 32/1999 granted the

potihcal deenttalization. Howevet; the subslance of Law No, 32/2004 E adninistrdiva

decenraliation, lt is sus{/ecled lhal through Law No23/20U re-@ntalization in local

govemance hag octured.

Pendahuluan

Dari awal pengesahan UndangUndang

No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah, sudah banyak nada pesimis yang

dlonta*an seia$an masyaralcat bahwa undang-

undang ini tidak akan mampu berlahan dalam

waklu. yang cukup larna, karena Pemednhh

Pusat tidak flfilas untuk menyerahkan sebagian

besar tewenangannya' kepada daerah. Namun

hal ini harus dilakukan kaena kualnya desakan

untuk mengganti pola hubungan pusal dan

daerah yang highly centnlized neilsdi
hubungan yang lebih lerdesentralisasi.

Banangkali tidak ada aspek pemedntahan di

Indonesia yang lebih sering mengalami
perubahan, baik pada semangat maupun

regulasinya, selain otonomi daetah dan

desentalisasi pemednbhan, Banngkali iuga, lidak

ada pemoalan pemedntahan di Indonesia yang

implementasinya memiliki intensitas kesulitan

sellnggi desentalsasi plitik di lndonesia" lbaral

buah simalakama bagi rakyat, bagitulah

des€ntraliisasi di Indonesia. Dengan kekuasaan

terpusat di Jakarta, pemsrintah daerah dan

rakyat di daenh tidak punya ruang gerak

karena semua sefta ditentukan dari alas.
Dengan kekuasaan yang disebarkan secan
cepat pada daeraMaerah, pemerintah daerah

kebanlinan keloasaan namun tetap saia ralqEt

daerah lidak mempunyai ksleluasaan berarti.l

lGrena kekuasaan itu hanya dinikmali oleh

I Pembentukan DasBh otonom secara simultan merupakan kelahinn shha otolomiyang didasarkan

atas aspirasldan kondisi obyeKil dari masyarakatyang beBda dlwilayah tert€ntu. Aspirasitetsebutten ujud

d€ngan dlsslenggaralannya desentrabasi. DesenEalisasi di sebul pula otonomisasi, kalena otonomi dlberikan

kepada masyalakat dan bukan daeah atau Pemednhh Da€tah, lihat Bhenyamin Hoesssin, Pembaghn

Kewenatgm Antan Pusaa Dan Daenh,Mafulah, Pusat Pengembangan Otonoml Daerah Fakultas Hukum

Unibrau Malang, 2001 , hlm. 4.

I,
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segelintir'elit penguasa' daerah,

Wacana revisi Undang-Undang (UU)

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerinlahan

Daerah diwamai penolakan sebaglan basar

BupatMali Kota, PadaiGolka( iuga tim Ryaas

Rasyid yang dulu membuatnya, Kelompok

yang kontra berpendirian bahwa belum

waktunya melakukan rsvisi, Alasan yang

dikemukakan, belum ada penelitian yang

validitasnya dapat dipertanggungjawabkan

untuk menyatakan bahwa UU No. 22 Tahun

1999 menimbulkan masalah dalam
penyelenggataan pemerintahan daerah.

Bahkan menutul mereka, kesalahan justru

dilakukan oleh pemerintah pusat karena

lamban membuat pslaturan perundang-

undangan yang lebih rendah untuk

melaksanakan UU No, 22 Tahun 1999.

Sementara itu, kelompok pendukung revisi

melihat bahwa'sudah kup kuat alasan untuk

nelakukan revisi karena dalsm praklek UU

N0.22 Tahun 1999 cenderung menimbulkan

masalah dalam perkembangan pemerintahan

daerah. Atasan yang sering dikemukakan adalah

pelakanaan otonomi daerah sudah kebablasan

sehingga menimbulkan masalah dalam

pelaksanaan pemerintahan daerah. Contohnya,

keengganan Bupati/Wali Kota untuk

memenuhi undangan rapal Gubernur karena

merasa tidak ada hubungan hierarki antara

pemerintah provinsi dengan pemerintah

F\abupalen/Kota.2

Pitihan kebiiakan d€ssntralisasi
sebagaimana dituangkan dalam UU Nomor

22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999

bukan merupakan sebuah pilihan final. Pilihan

kebijakan desentralisasi adalah pilihan

kebijakan jangka pendek untuk penyelarnalan

diri. Bahkan, bagi kepenlingan negara-bangsa

yang betnama lndonesia sekalipun, pilihan

desentralisasi adalah pilihan yang diambil

untuk menyelamalkan keutuhannYa,
p€rsatuannya, NKFI - nya.3

Seringkali dessntralisasi csnderung

merupakan pilihan yang harus diambil

P€msrintah Pusat, ketika yang disebut terakhir

, Jimly Asshidiqie, Konslflusi & ,(onslftrsionalbna lndonesria. Kefasama Mahkamah Konstitusi Repub[k

lndonesia dan P usat Studi H]N Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakana. 20C14. hlrn.213. Dalan rumusan

pasal 18 ayat (1) yang baru (hasil perubahan kedua tahun 2000), dltegasl€n: 'Negala Hepublik Indonesla

aifag atasiaentr.Oaefah provinsi, l€brpatep dan koh itr, mempulyai pemarinlah daetah yang diatur dgngan

unding-undang", Dengan adanya perkataan "dibagi atas'maka bera ihubungan anlan Pusat dan Provlnsl,

se a a]ltara PmMnsidan K€bupaten/Kota bersilat hkarkis-vertikal, DengBn demikian,8il8l non'hirarkis ydng

terkandung dalam Undang-Undang No.22Tahun 1999 telah dikoreksioleh Perubahan UUD 1945 pada lahun

2000 melaluip€rbalkan UUD 1945 pada rumusan PasallS ayat (1)tersebul.
3 Lihat Praktino, Dersnaatiasi Pitihm Yang Tidak Penah fiml dalam Jim schillet (€dI. JalanTe4al

Relomasl Lokat, (Ptogram Pascasarjana Polltik Lokal dan otonomi Daerail. uGM, Yogiyakarta, 2003). Dalam

pemyataannya Gentralisasi metupakan anlitesa dad sentralisasl p€nyelenggaraan pemsrintahan. Antara dua

iuui itu Out.m pe1.t .mbangannya tidakiarang dilstakkan pada kutub yang bgrlavyanan, kelompok inl diplopori

oleh DaW Slatir, lihat Sodjuangon Sitlmurang, Model Penbagian Urusan Peneinlahan Antan Pene1atah

Provinsi dan Kabupale Kola,Disertasi, Pascasarjana ul, Jakana, 2002, hlm.21, padshaldl dalam nsgara

kesatuan di samping ketiru untuk mempertenlangkan k€duanya Juga dianhta keduanya lidak bisa ditiaclalen

sana sekali. Artinya-kedua lo'lsep, slstem bahkan teod dlmalcud saling melengkapi dan membutuhkan dahm

kenngka yang idealsebagaisendi negara demokratis. Kelompok inidipelopoti oleh cheemadan Rondein€lli.



inl mulai kahilangan kendali dan dukungan

daerah. Dengan demiHan, bisa jadi kebilal€n

desentralisasi lercebut dkevisi bila Pemerintah

Pusat kembali memperoleh eumber

legitimasinya, terutama jika pelaksanaan

Otonomi Daerah lidak membawa perubahan

yang lebih bsik pada masyaml€t. Oleh karena

itu, pilihan kebijakan desenlralisasi sebagaimana

dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 1 999 boleh iadi bukan merupakan sebuah
pilihan final. Untuk menjadikannya final,
diperlukan sebuah komitnen unbk meni.adikan

dssenhalisasi itrJ sebagai refercnsi utama dalam

penataan h$ungan pusat dan daerah.

Perubahan besar lelah terjadi dalam
pelaksanaan Pemerintahao Daerah ketika
DPB telah mengesahkan 2 (dua) RUU

lentang Pemerinlahan Daerah dan

Perimbangan K€uangan anlara Pusal dan

Daerah yang menggantikan UndangUndang

Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 1999, Undang-undang No.

32 Tahun 2004 mengganlikan UU No. 22

. Dengan demildan Pemeintah Indonssia tidak hanya mBnganutdesenfalisasitedtorhlatau dossntralisasi

polltihbtaddesenlalisasiadnhisfasiyangdsebdsebagaidelonsentasi. Pehkanaandes€nta isasidan olonomi

tidakdapatdilihats€mahflahsebagalsuau prosestsh(, melahlcn sebaglpros* intaraksi yangdlnamikdari

berbagaikktor, yangsed,ngsulituntukdipefiih.ngbnlalebihdahulu, Sultd,pe litmgl€n terleih dahulu, dan inblt
yang sedng dsebut sebagal prcses hteralsl potok Bebagal laldor baik politK sosial, ekonoml, organisasi, maupun

tnglch hku al€n mempengaruhi pehksanaan d€sHtralisasl dan otonoml. Lebih Fuh tenlan g hal lni dapat dibaca,

Gabdef U. lgleshs ,nd€n enhtim,meProble,nolAdielhgBestrns, Erry, Manil41976, hlm 35 dst Bandmgkn

dengan G.Shabbir Chssrna and Dennis A Rondinelli, knplenentation Dscentalizaion Prcggannes in Asia,

LffinCaBcW of Rural D€!€.lopmeni, UNHCD, Nagoy41s83, hlm. 17-a.Menurut Leemans, AF. DalanChang-

ing Pafrens of Lffit GovenmeDt Ths Ha$D, lut4 I 970, Memb8dakan adanya dua lipe desenkalisasi yailu

Pemedntah Daerah (/ocal govennenti danpem$rintah ilihyah (ltsldadnlnlsf,at'oa). Cara pandang admlqistEtif

ielas mengedepanl€n persepsi flEat, s€&ngkan yang demokralik m€ncoba untuk metihat kolatahn lokalsebagai

posfu/o/ssourc€s unUk perBapahn tuiuan-tuiuajr beBarTa. l&mun menurut Paul D. Hntdlrof, yang Heal mEnuruhfa

adahh bagaimana mencari keseimbangan antara kedua psrspektit lersebut dengan mellhal des€ntralisasi politik

dan dBsentralisasi administratf secara integranidak paIsial unluk sebesaFbesamya k€pentingan publik dalam

"Cent"alizali$ and Decsnhalizalion hAdminisfdlion snd Polilics:fusessing Tenitorial DimBnsions ofAuttority ald
Power, in covemmgnf , hbnational Jounalot Poliq udAdninbfiafion, Vol. 14, N0.1, Januari2001.

Tahun 199s dan UU No. 25 Tahun 19s9

menggantikan W No. 25 Tahun 1999.

UU No, 32 Tahun 2004 sebenarnya
bukanlah merevisi tapi mengganli Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999, Bukan
semata-mata karena lisik Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 yang memiliki 16 bab

dengan 240 pasal sangal berbeda jauh

dibanding Undang-Undang Nomor 22 Tahun

1999 yang hanya dengan 16 bab dan 134

pasal. Tetapi dari sistematika dan

nomenklalurnya, ada perbedaan sangat
prinslp atau mendasar diantara keduanya.

Psrbadaan yang mendasar dari kedua
Undang-Undang tars€but baik msngenai
subtansl desentrallsasi, 0tonomi Daerah

hingga pemaknaan pemerintahan daerah,

Pemerintah Daerah dan lainnya. Dilihat dari

desentralisasi yang dilaksanakan, Undang-

Undang Nomor 22 Tahun' 1999 .ielas
memberjkan desentralisasi politik namun di

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 yang teriadi adalah dssentralisasi
administrasi.{

Ir
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Permasalahan yang dapat dimunculkan

dalam tulisan ini, sislem desentralisasi dan

otonomi daerah yang bagaimanakah yang

sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia,

supaya teriadi keseimbangan hubungan

antara Pusai dan Daerah?

Bayang-bayang Resenlralisasl

Sebagian.kalangan masyarakat menilai

aura dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 ini telah ieriangkiti sindrome resentnalimsi.

Semangat resentralisasi yang membayangi

pelaksanaan olonomi daerah ini jelas tampak

dengan pemaknaan desentrallsasl dan otonomi

daerah sebagai: penyerahan wewenang
pemerinhhan oloh Pemerintah kepada Daerah

Otonom untuk mengatur dan menguna urusan

pemerintahan dalam sistam NKRI. Sedang

olonomi daerah dirumuskan maknanya sebagal

hak, w€wenang dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengulus uru88n

pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan pelalutan parundang'

undangan.

Ada 'bahaya besa/ bagi masyarakat dan

daerah dengan. perubahan undang'undang ini

yang tidak diperhatikan banyak pihak. Karena

masyarakat terlebih bagi orang daerah sangal

terbuai dengan Terryalaan baru' blla dalam masa

depan akan dilangsungkan pemilihan kepala

daerah, baik Gubemur, Bupati/Walikota secara

langsung, sebagaimana msreka memilih

Presiden beberapa wahu lalu, Harapannya, akan

muncul Gubernur/Bupati/Walikota yang

memang meiupakan orang populer, orang yang

mereka idolakan sebagai pemimpin. Benatkah

dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan

demokrasi di daerah ?

Sebenarnya pilkada langsung ini bisa

dikatakan sekedar sebagai 'permainan baru',

Pasalnya, dengan dilaksanakannya pilkadal

seakan dibuka ruang demokrasi di tingkat

lokal, Tetapi ruang kewenangan bagi yang

tepilih itu nanti berkurang. Akhirnya siapapun

yang terpilih dalam pilkada itu akan tetap

menjadi mainan baru bagi pusat. Sebab i8

tetap dikendalikan pusat,", Pemainan baru'

itu misalnya seperii dalam supervisi APBD,

pusat t€tap dapat mengontrol. Dalam

pengambilan kebijakan publik yang lain di

daerah yang mastinya diputuskan dengan

persetujuan DPRD (sebagai psmbuat chec*

nd balances) juga akan sulil dilaksanal€n'

Mengingat kewenangan DPHD bisa dikatakan

sudah 'dikebid' dengan hadimya PP Nomor

25 Fahun 2004 tenlang 'Pedoman

Penyusunan Tata Tertib DPRD', Kalona
peraturan pemerintah ini membuat DPRD

tidak lagi msmiliki kebebasannya sebab selalu

harus berkonsultasi dengan pusat,

Pelalcanaan pilkada langsung, hakikatnya

merupakan konsekuensi logis dad pelaksanaan

pemilihan presiden langsung bebsrapa waKu

lalu. Dengan logika, iika Presiden dipilih

langsung, mengapa Gubemur dan Bupati/

Walikota harus dipilih oleh perwakilan rakyat'

Karena dengan pemilihan lansung, ralryat al€n

bisa memilih sesuai hati nuraninya, Sekalipun

alasan notnatif bisa dicari dalam arah poltcy

reform (amandemen konstitusi) yang menuju

sistem pemilihan kepala daerah secara

langsung. Namun di balik itu sebenamya ada

persoalan politis yang mendasadnya.

Hal ltu diakui pula oleh M, Ryaas Rasyid,s

bahwa sebenarnya kalau mau iujur, satu'

rM.k"f" d.l.r S.*i."N*ir..l Piltadanls,TarcbosanOtononi akuKekalul:inKonsep,Keluarga

Mahaslswa AdminlstrasiNsgara Universitas GadJah Mada, 19 Mar€t 2005'



satunya ruiukan dan sekaligus pengalaman

rakyat Indonesia dalam pemilihan tangsung

(dengan metodologi pemilihan yang univer-

sal demokratis) adalah pemilihan presiden

2004, Pilkada secara sederhana bisa
diasumsikan sama dengan Pemilihan

Presiden dalam skala yang lebih kecil,
Persepsi orang banyak pun tidak akan jauh

melenceng dad situ. Tetapi, dengan lihainya,

pembuat UU merumuskan aturan khusus yang

membedakan Pilkada dan Pilpres.

Sekalipun demikian, jangan pernah

berpikir bila pilkada langsung itu akan

sereformis yang dibayangkan orang. Pada

tahap paling awal proses pemilihan dimana
pengusulan nama calon hanya bisa dilakukan

partai politik atau gabungan parlai politik yang

memperoleh sekurang-kurangnya l5%
jumlah kursi DPBD atau 15% akumulasi
perolehan suara sah daltim pemilu DPBD di

daerah bersangkutan seperli tertuang dalam

pasal 59 (2) berarti sudah menutup calon

independen (independenl cand,dafe) yang

lidak diusulkan parpol sekalipun didukung

masyarakat pemilih.

Dengan kata lain, padai memang tidak

lagi memilih melalui wakilnya di legislatil,

apakah ada jaminan pilkada langsung akan

dilaksanakan dengan jurdil? Dari undang-

undang yang ada tersebut, prakondisi apa

yang dapat lebih menjamin bila pilkadal

borlangsung secara demokratis? Pasca

Dutusan Mahkamah KoDstitusi, Depademen

Dalam Neged {Depdagd) masih belum bisa

msmutuskan kemana KPUD harus

mempertanggungjawabkan pelaksanaan

Pilkada langsung.6 DireKur Jenderal Otonomi

Daerah Depdagri Progo Nurdjaman
mengatakan, KPUD yang memakai anggaran

APBD dalam Pilkada langsung harus

bertanggungiawab kepada Pemerintah

Daelah. Dalam kesempalan yang sama,

KPUD berlanggungjawab kepada publik, agar

dapat menilai independensi KPUD dalam
pelaksanaan Pilkadal,t

Siapa yang akan mengawasi KPUD-

DPRD? Ada banyak harapan yang lelah

membuai masyarakat dengan dilaksanakannya

pilkada langsung tersebut. Pemilihan secara

demokratis pastilah menjadi harapan. Tetapi apa

arti dari semua itu jilo kepala daerah yang lepilih

lidak lagi memilikikewenangan yang okup unluk

menghasilkan keputusan dan kebijakan politik

Semua alan sangal tebalas ketika k€wenangan

daerah sudah menjadi sedemikian kecil.

Kehadhan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 lelah mernutalbalikkan desa

dengan pelbagai macam psraturan barunya.

Conlohnya, sekretaris desa (carik) menutut

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

adalah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil
(PNS) yang memenuhi persyaratan,

Semsntara Badan Penvakilan Desa (BPD)

yang beberapa waKu lalu dengan semangat

tinggi pemillhannya dilakukan secara

langsung oleh warga desa di masa mendatang

'Mahkamah l(onstitusi telah m emutuskan hak uli maleri U U N0.32 Tahun 2004 bahwa, Komisi P€milihan

Umum Daerah tldak berlanggung jawab kepada Ds,/van Perwakllan Balqat Dasrah, begitu pula Partaipolitik
atau gabungan partaipolitik yang tidak memillkikursidiDPHD, tetapi memiliki 15 persen suafa dariakumulasi

perolehan suara sah dalam Pemilu, bisa mengaiukan pasangan calon Kepala DaErah dan Wakll Kepala Daerah'

tihat Ha an Kmpastanggal 23 Marel2005, Permohonan yang dikabull€n Mahlcmah Konslitusi melipt{,

PasalS/ ayat (1); Pasal66 ayat (3) huruf e;Pasal67 ayat (llhuruf e; PasalS2 ayat (2) UU No.32Tahun 2004'
7lbid.
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menurut undang-undang inl ditetapkan

dengan cara musawaran'

Dengan dilaksanakan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 ini, di masa depan akan

terjadi birokratisasi desa yang sangat luaf

biasa. Sekalipun banyak ahli melihat dan

mengakui lika pengaturan desa dalam

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

banyak kelemahan, namun perubahan funda'

mental yang dilakukan melalui Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang iuslru
mengarahkan terjadinya birokratisasi desa'

hakikatnya adalah sebuah kemunduran yang

disesalkan banYak Pihak'
Pelsoalan Yang teliadl ini belum

rnengingal ada'komplikasi' lain yang harus

dipikkkan juga dengan realitas politik sekarang

ini. Dengan pemilihan presiden langsung

beberapa waktu lalu, ada rcalitas kila memiliki

presiden yang belum tentu sesuai dengan

partai politik Gubemur/BupatiMalikola'
Apalagi kalau kemudian hal ini ditambah

dengan adanya pilkada langsung' Dalam

kondisi seperti sekarang ini bslum tontu ada

kesamaan visi misi Presiden dengan gubemur/

bupati/ walikota yang berasal dari partai politik

yang berbeda. Jadi, bagaimana Presiden akan

melakukan koordinasi dan bagaimana pula

koordinasi horizontal, ini akan meniadi

oersoalan dan klan meningkatkan kompld<sitas

persoalan pelaksanaan desentralisasi ini. Ini

akan bisa menambah ketegangan pusat dan

daenh dan juga akan sangat memungkinkan

ada kebijakan pusat yang dilawan daerah.

Pemaknaan desentralisaSi sebagai

penyerahan kevrenangan (UU No. 22 Tahun

i g9'g) mengandung penghargaan terhadap

daetah sabagai entitas politik yang sudah

hidup sebelum Proklamasi Kemerdekaan.

Sebaliknya p€maknaan desenlnlisasi sebagai

perryerahan penanganan urusan pemednhhan'

merupakan reduksi terhadap desentralisasi

politik meniadi desentralisasi administralif.

konsekuensi dari diteaplcannya desenlralisasi

adminislrali! dalam proses desentralisasi yang

hanya leriadi dalam tubuh bkoknasi negata seda

akan sangat ditentulcan budi baik dan lamunhan

hati pemerintah pusat.

Ada problem besar menghadang di

depan, pelaksanana olonomi daetah betada

dalam bayang'bayang lesentralisasi yang

ditutupi dengan euplroria pemilihan Kepala

Oaerah langsung, padahal euphoria ini
menghadapi banyak permasalahan' Jika

demikian, masyarakat dan kehidupan

demokrasi yang akan tertena dampaknya.

Makna Otonoml Daerah

Kata ''makna' Yang dikaitkan
(digabungkan) dengan kalimat' oton0mi

daerah menurut UUD 1945' di sini dltalsid<an

dari segi lilosofi hukum dan hukum (segi dasar

hukum). Dari segi lilosofi hukum, kata tnakna'

di sini adalah makna yang teniral, dalam ani

makna yang tersembunyi di bslakang kata

"makna'. Sedangkan dari segi hukum (dasar

hukum), kata "makna" adalah makna yang

tersurat, yaitu makna yang nlala ledulis'

Dari segi filooli hukum, yang dimaksud

tnakna otonomi daerah menurut UUD 1945'

adalah makna yang tersiral atau yang

torsembunyi di balik kalimat lersebut.

Sedangkan dari segi hukum (dasar hukum),

makna dari kalimat tersebul adalah makna

yang teBurat atau yang ditetapkan secara

eksplisit dalam psraturan hukum. Dengan

demikian, hukum yang akan ditafsirkan

sehingga dapat dipaharni makna dari kalimal

"makna otonomi daerah menurul UUD 1945"



adalah Undang-Undang Dasar'1945 dan
peraturan turunannya.

otonomi adalah kebebasan dan

kemandirian (vijheid dan zelftandighaid)

satuan pemetinlahan lebih rendah untuk

mengatur dan mengurus sebagian urusan
psmsrintahan. Urusan pemslintahan yang

boleh diatdr dan diurus secana bebas dan

mandiri itu meniadi alau merupakan urusan

rumah tangga satuan pemerinlahan yang lebih

r€ndah tersebut. Kebebasan dan kemandirian

merupakan hakikat isi otonomij
Kebebasan dan kemandirian dalam

olonomi sedng menimbulkan salah pengedian

bahkan kekuatiran. Otonomi dicurigai

mengandung satu "cacat alami' yang

senantiasa mengancam kesatuan. Salah
pengertian ini dapat dipahami, baik karena

kurangnya pemahaman maupun pengalaman'

pengalaman masa lalu dimana pernah teriadi

peristiwa yang mengancam integrasi nasional.

Kebebasan dan kemandidan dalam

otonomi bukan kemerdelaan (onalhnkelffieid,

independenS. Kebebasan dan kemandidan itt
adalah kebebasan dan kemandirian dalam

ikatan kesatuan yang lebih bssat Olonomi

sekdar subs'tstem dad sistem kekuasaan yang

lebih besar.e

Dalam Hukum Tata Nagara khususnYa

t€ori bsntuk negara - otonomi adalah

subsistem da negara kesatuan (unitaty state,

eenherdssfaaf). Otonomi adalah lsnomena

negara kesatuan. Segala pengeilian (bagn!)

dan isi (mafene) otonomi adalah pengerlian

dan isl negara kesaluan. Negara kasatuan

merupakan tandas batas dad pengeilian dan

isiotonomi. Berdasarkan landasbatastersebut

dikembangkanlah berbagai aturan (ru/es) yang

mengatur mekanisme yang akan msnielmakan

keseimbangan antara luntunan kesatuan dan

tuntunan otonomi. Dan di siniletak kemungkinan;

bpanning" yang limbul dad kondisi tarik menuik

antara kedua kecenderungan tersebul

Tarik menarik ilu bukanlah sesuatu yang

peilu djtrilangkan. Upaya untuk menghilangkan

tidak akan pemah beftasil karena merupakan

sesuatu yang alami, Kehidupan bernegara

atau berpemerintah tidak pemah terlepas dari

kehidupan masyarakat, baik masyarakalnya

sendid maupun masyarakat di luarnya. Negan

alau pernerintah yang baik adalah yang berkiprah

sesuai dengan dinamika masyarakatnya Dalam

kordisi hulah semestinya dilihat kecenderungan

kesatuan ahu ke otonomi.lo

Kalau segalanya dikembalikan pada

kepentingan masyarakat dan teMujudnya satu

s Bagir Manan, Peialanan Hlsto(is Pasal 18 UUD 1945 (Perunusan dan Undang'Undang

Pe,al6a/Earmj€). (UNSIKA, Karawang, 1992), hlm. 1.
r Baca lebh lanjulAteng Syafrudin, Pasang Sutul 9tononi Daenh,Olasl Dies Natalis, (Unpu, Bandung,

1S83), hlm. 18,
ro Dari argunen leoritis dan l€jhn empirik, terlihat bahwa tidak ada suatu pola atau teori yang dapat

dijsdrtan pedoman untuk menenlulcn strategi penyelengganan pemednhhan daerah. Psndulum dapat bergerak

baik ke arah sontralisasi maupun desentalisasi. P€ngalaman di n sgara{,gara Afdka s€perti Tanzania dan

Sudan msnryalcn ccnbh bagaimana pendulum otonom! bergiEPk s€cala elatim yaitu dalam bmtlk penghapusan

daerah dan kemudian dihidupkEn {reraircI} kembali. Baca Mawhood,P. (Ed.l Local Govennent in tluThls

World, Chich€st€r, John Wley and Sons,1983, hlm.34. Teor;psndulum initerladiiuga di Indonesia apabila klh

simak secara mendalam berbagai UU mong8nai pemedntahan daerah, dimana lahimya undang'undang

olononl di Indonesia ssiak ptoktamasi, sehfu merupakan lensksi darl suasam politik pada masa dimana udangr
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Sud Falm| tJ4ya Monenukan Kasinbangan Hubungan','

pemerintahan yang sehat, tarik-menarik sempit, Dalam afl! luas, olonomi mencakup

iersebut tidak boieh dilihat sebagai"spanning' pula tugas pembantuan (medebewind'

di mana yang satu akan membahayakan yang coadministmfon),Mik otonomi maupun tugas

lain, melainkan sebagai suatu bentuk pembantuan sama-sama mengandung

dinamika yang alami yang akan senantiasa kebebasan dan kemandirian, Perbedaan

ada padi setiap tingfal perkambangan hanya pada tingkat kebebasan dan

kehidupan bemegara alau berpemerintahan. kemandirian. Pada olonomi, kebebasan dan

yang pokok adalih menciptakan mekanisme kemandirian itu meliputi baik asas maupun

yan! wapr agar setiap tarikan bukan saja cara menialankannya' Sedangkan pada lugas

i,erirti piringitan (wainrng) tetapi sekaligus pembantuan, kebebasan dan ksmandirian

sebagai masukan lieeAin$ bagi yang lain.lr hanya teftatas pada cara menialankan. Karena

ianpa pemahaman yiirgttpai, inuzu.nya sama-sama mengandung unsur otonomi,

makna dan maksud otbnomi sebagaimana pebedaan hanya pada tingkat kebebasan dan

diatur dalam uuD 1945, maka akan sulit untuk kemandirian-maka tidak ada perbedaan

msnentukan bagaimana seharusnya mendasar antara otonomi dan tugas

perkembangan otonohi di masa depanJ2 pembantuan, Tugas pembantuan adalah' 
Otonolmi dapat diberi arti luas atau arti 'broerties van hea zellbeschikklngsrechf '11

-* u^d;g rt;romrt"s"brt dffikm Manakala parb! politik yang berkuasa yang diwamal dengan keh€ndaft

yang kuat uniuk berdemokasi, maka pendr:lum otonoml al€n mmgBrah ke desentralisasi. Sebalikrya manakala
'kekiasaan 

pindah ke sebuah elite penguasa, maka pendulum otonomi.akan bergerak mendekati delonsentrasi

untuk dima;laatkan elite penguasa t€rsebut merlciptakan dukungan lokal kepadanya' Kondisi t€rsebutlah yang

m€wafnal perubahan'perubahan arah otonoml daenh di Indonesla.

t r Ol;h karena itu wajar jlka di ungkat p€merinbhan da€rah pun belum t€ rclptanya paradlg na"chsdt and

balancsC. proses untuk menuju ke arah itu nampaknya parlu dilakgkan langkah1angkah yang konkit drn

sgsegEra mungkin untuk dladii<ulasi dan diagregasidi dalam UU bldang pemerintahan daerah yang baru.

Oitaiiproses ie aratr yang dgmikian tentu akatleblh lengkap bila didukungdengan ka.iian tentang prinsip'

prinsip demokrasi,' i. Dengan beagamnya sistem otonomi yang t€rdapat dalam beberapa UU Pemerinlah Da€rah yang

benumber pada uUD 1945 yang asli, maka uuD 1945 pasca amsndsmen telah menuniukkan kem4uan yang

r*Si Urotti O.Lr .engnidapl pertembangen otonoml di masa yang datang yaitu secala teggs merumuskan

Oi Oitam pasat tB ayat is) 'Plirerintahan daerah menialankan otonomi seluas'luasnya, kecuali urusan

pemerinAiran yang oteh Undang.Undang ditentukan sebagai urusan pemedntah pusaf. Dengan dilebkkannya

mengenafsisfim |tonomidida-tam UUD | 945, secarayuddls memberikan landasan dan pEdoman yang kuat

bagi undang-undang organik dibidang pemerinlahan daerah di masa dahng'
" rsgulg-6r, 

1et ai, S;h egvan neieitandsegene,r,tef'rfi,sd druk, samson, tahun 1983, hlm. 169. Baca

puta C.W ian derpot le1al., HandboeklhnNsderlandse Slaalsrschl 1!ddruk, W.E,J, "ll6snk Wllhk'Zw6ile,

ig$, Itlr. geasez. t, r e1alakan"Vry4En aanzienvan pnvlncle $ geneente wotdtvanouds ondemheiden

iii* tir, *^rn r"n decentntisafe, autonomle en medebewind (ookwelals zelfbeguw aapduid; Hel

natet-schap kent voora! de autonomie, tawix btl de bedtiitsorganbalies voor van nedebewind sptrrk i! .

Desenlralisasiteritorialberbenluk otonomldan tugas pernbantuan.otonomi mengandung a i kBmandirian atau

m;ngaturdan msngurus urusgn (rumah langganya) iendiri. Sedangkan tugas pembantuan adalah tugas untuk

69



Pandangan yang membedakan secala

inendasat anlara otonomi dan tugas

pembantuan akibat pengaruh diekringenleet

yang sudah lama ditinggalkan'

Demikian pula dengan Undang'undang

Nomor 22 Tahun 1999, hendak membedakan

secara tegas antara olonomi dan tugas

pembantuan. Dalam Pasal t huruf h

ditegaskan bahwa:"Otonomi Daerah adalah

ke$/enangan daerah otonom unluk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai

dengan peraluran perundang'undangan".

Sementara Pasal I huruf g menelapkan

bahwa:"Tugas Pembantuan adalah

penugasan dari Pemerinlah kepada daerah

darVatau desa dan dad daemh propinsi ke

daerah dan/atau dssa untuk meiaksanakan

tugas tsrtentu yang disertai pembiayaan'

sarana dan Drasarana serta sumber daya

manusia dengan kewajiban melaporkan

pelaksanaannya dan perlanggungjawabennya

kepada yang menugaskan."

Mongapa dalam tugas pembantpan pedu

ada penegasan mengenai "kewaiiban

mempertanggungiawabkan", sedangkan pada

otonomi tidaK? Apakah berarti otonomi tidak pedu

dipe rtanggungjawabkan, Penanggungiawaban

otonomi nampak antara lain dalam planata

pengawasan (preventif, represif' dan umum),

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

pembentuk undanyundang memang dengan

sengaja dan bermaksud membedakan secara

mendasar antara otonomi dan tugas

oambantuan.

Pencantuman "kewajiban

mempertanggungiawabkan', bermaksud

men4askan bahwa urusan pemerintahan dalam

tugas pembantuan ada pada Ealuan

psmedntahan yang dbantu. Petnerinlah Daelsh

sekdar membantu, segala pertanggungjawaban

tdap ada pada Pemerintah yang dbanto. Suatu

plan pikiran yang logrs.t{

Kembali pada persoalan otonomi dan

tugas pembanluan Perlu disadari

kemanfaatan untuk tidak membedakan 6ecara

mendasal antara kedua pranata ters€but, dali

pada terlaniut manekan'nekankan
perbedaannya. Baik otonomi maupun tugas

pembantuan adalah salana untuk berotonomi'

Setelah meniaiaki penge ian-pengedian

otonomi, timbul pertanyaan: Dimana dan

bagaimanakah otonomi lersebut menurut

sistem UUD 1945? UUD 1945 adalah Undangr

Undang Dasar kilat, artinya disusun dalam

wanu yang singkat antara29 Mei- 18 Aguslus

1945.15 Tetapi tidak berarti isinya sekedar

kilatan pikkan penyusunan yang tinbul pada

saat itu. Berbagai ketentuannya merupakan

perwuJudan dati pikhan'pikiran atau konsep'

konsep atau gagasan yang telah ada iauh
sabelum tahun 1945, Misalnya konsep

mengenai sistem otonomi telah digambaftan

mombantu.apabiladp6llukan-mslahanakan peraluran pErundang-undangan yang lebih tinggi (undang

undang dan psraturan Psm€rintal).- -- 
ii SaSiitrran.n, iubursa n Antan Pusat dan Daenh Betdasatuan Asas Desentnlisasi Menurut UUD

1945, Dlsertasi, (Universitas Padjaiatan, Bandung, 1990)' hlm 132'lS'
- ''o 

Lihat PiOato Soetamo, tanggal 18 Agustui 1945 pada saat pengesahan UUD 1945' dalan Saa{rcEdin

aahar amcipenyuntin gl, Aisatatt iidang ePUPKT-PPKt,(sektela at Negara nl,, Jakarh' 1998)' C€t. Kedua'

EdisllV, hlm,544.
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Sudi Fatmi. lJpaya Menenukan Kesinbaryan Hubungan,.

oleh Bung Hatla jauh sebelum 1945' Demikian

pula konsep-konsep mengenai pemerinlahan

daerah atau otonomi.ls

dengan tepat, samPai

Untuk memahami

sejauh manakah

konsep atau gagasan telsebut dituangkan

dalam UUD 1945 diperlukan satu pengkalian

yang khusus. Khusus mengenai Pasal 18 UUD

1945 perlu dikaji seiarah perumusannya.

Dengan demikian dapat diketahui konsep'

TLih.t rnt"r.l.ln, Moh HEtta, K7b,b Dunla dan ttxh Falryat tndonesi4 dalam kumpulan Karangan ('l),

(Bulan Einhng, Jskarta, 1978), hlm' 181 dst'

gagasan dan keinginan pembentuk UUD 1945

mengenai bentuk susunan pemerintahan

daerah setelah meldel€.

\

Perubahan Makna

Dsssntralisasi sebagai penyerahan

wswenanq pemerintahan olsh
Pemerhtahieodda Daerah otonom unluk

m€nqatur dan mengurus utusan
oemeilntahan dalam sistsm NKRI'

Otonomi Daerah dlrumuskan hak'
wgwenang dan kawallban daerah
olonom untuk mengalur dan m€ngurus
.urusan Dsmerintahan dan kepentingan
masyarakal setempat s6suai dsngan
peraturan perundang'undan gan'

Pemerintahan dq€rah adalah
oenv€len0oaraan urusan pemsrintah

bteti oemliintah daerah dsn DPRD

mendrut asas otonomi dan tugas
psmbanluan dengan prlnsip 0t0n0mi

beluasluasnya dalam sistem dan p nsip

NKRI sebagaimana dimalcud dalam UUD

RlTahun 1945.
Pemedntrh daerah adalah Gubetnul,
BuDatl atau Wallkola dan perangkat

da6rah sebagai unsur p€nyelenggara

oemsrintahan dasrah.
bewan Perwakllan Rakyal Daerah,
selanjutnya disebut DPRD, adalah
lsmbaga perwakilan rakyai daerah
s€bagai unsur PenYslenggara

Ossentralisasi adalah penyerahan

wewenang pemerintahan oleh
Pemerlntah kepada dasrah otonom

dalam kerangka NKRI.

olonomi Daerah adalah
kewenangan daerah otonom untuk

mengatur dan m6ngurus
kspentln gan masyarakat sstemPal

menurut Plakarsa senolrl
bErdasarkan asplrasl masyarakat

sssual dEngan Peraturan
perundang.undangan

Pemerinlahan da6rah adalah
penyeienggaraan Pemerlnlahan
daerah otonom oleh Pemerintah
dasrah dan DPRD menurut asas

desentraligsi.

KEpala daerah besorta Psrangkat
dairrah otonom yang lain sebagai

badan elaekutil daerah.

D€wan Pervrakllan,Bakyat Daerah,

s€lanjutnya disebut DPRD adalah

Badan Leglslatil Dasnh.

Desenrafsasl

olonomiDaetah '

P€modntahan
Daerah

Psmsdntah Daerah

PHD



Format Konstltuslonallsms

Kita harus berpikir ulang dan menata

ulang secara paradigmalik. Paradigmatik

filosofis, kebijakan politis, dan petaturan

pe ru n d an g- u n d an g an mengenai sistem
pemerintahan dan pemerintahan daerah

khususnya, adalah liga dimensi yang bedalian

eral salu sama lain, anlara keliganya ini sudah

semenjak tahun 1945 susul'menyusul adanya,

dalam rangka mencari satu format atau model

pemerintahan dan otonomi daerah yang

sesuai dengan tuntutan perkembangan politik

di Indonesia, baik dalam skala lokal, nasional,

regional maupun global.

Silih berganti UUD, begitu pula induk porcy

(mMlnya GBHN), disusul peraturan perundang

undangan mengenai p€merinlahan dan otonomi

daerah, toh sampai hari ini belum iuga ditemukan

safu format yang dinilai motap dan neniianjikan

bagl bangsa ini, teileblh'lebih bagi masyaakat

di daerah. Justru gerakan dlsintegrasi dan

separatisme yang bermunculan di mana'

mana.l7 Semuanya ini sebaiknya kita
pulangkan kepada pemyataan pokok yakni

apa latff belakang semua ilu? Di mana letak

akar permasalahannya? Di UUD'kah, di

GBHN-kah atau di UU dan lain-lainya? Atau di

dalam niat dan tekad ssrla mental dan perilaku

penguasanya, di Pusat atau di Daerah'
Daerah? Atau di semuanya?

Setelah melihat kemball jauh ke

belakang berdasarkan pengalsman dan

pengamatan di lingkungan pemerintahan itu,

lalu menganalisa dari segi-segi teoritis

konsepsional maupun praktis-operasional,

akhirnya saya berpendapat dan berkeyakinan,

bahwa di setiap mata-Iantai itu masih perlu

dibenahi kembali.

Dalam situasiyang demikian, maka UUD'

lah sabagai Konsep Dasar Sistem Nasional,

yang akan menladi sumber paradigma dasar

yang ideal, untuk membuahi semua masalah

pemerintahan, tetmasuk Pemerintahan dan

17 Lihat Bagk Manan dalun Menyongsong Faju 1tononi Daonh, {Penerbit Pusat studi H ukum Fakultas

Hukum Ull, yogyakada, 200),1 hlm. 28. dit. Di balik itu semua, ada satu dasaf sentralisasi yang tidak pemah

diungbp secari terbuka pitu purbasangka terhadap daerah.fusat beranggapan, desentralisasl' apalagi

dalair bentuk otonomi, berpolensi memecah negara kesatuan. Daerah{ae rah dengan kemanditian obnomi

dapat msrdorong proses memisahkan diri &ri negara kbatJan. Hal ini dibuhikan dengan berbagai pergolakan

yang teriadi di da;ah. premis ini, baik empidk maupun leoritik kuang dapd dipertanggungiawabl€n. Pergolakan
'Oaeian 

yang peman terjadiatau sedangtedadi, bukan karena m€nguatnya otonomi, melalnkan iustru kat€na

senfalisasi..-Daetah Justu menuntut oton;ml dan perg8ndoran sentalisasl. Dengan perkataan lain, tidak mungkin

porgolakan daerah terjadi akibat otonomi, karena otonomi itu s€ndiri belum pemah dilaksanakan. Dengan

deriikian, kalaupun ad'a atau pernah ada ancaman disintegrasl, bukanlah kar€na polilik desentralisasi atau

olonomi, melainian sebaliloya karcna politiksentralisasi. Lfrat pula lchlasulAmal, Regional dan Cental Gov'

enneni in lndonesln pdllics, Wsst Surnatraandsouti Sula wssi t9d9 t929, Gadjah Mada U nlversity P1ess,

Yogyakaft, 1S92, Baca Forum Unluk Refomas iDenol|/atts, Puilaia Denlkatisasidi lndot Psla, lntemasional

tOEi, Stoliotm, SweOen,2000, hlm. 1b. Dad hasilsuatu psnilitian sampaipada suatu kssimpulan bahwa apa

yang ieriadi di Aceh adalah lemberontal€n kaum republfterf ,auh dari hasrat untuk memisahkan dld. Demikian

putiOengan gerat<an PHHldan Permesta yang melanda sejumlahdaech lqncllndonesia, dirumuskan sebagai
,pembeintaian setengah hati"yang leblh dimaksudkan unluk mengekspresikan ketidakpuasan €konomidan

politik daerah yang menitai keUi.ii*an Jatartasangat tidak adil bagi msreka ketimbang sebuah getakan politik

unluk mBmisahl€n dlfi.
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Sudi Fahni. Upaya Menenukan Kesinbangan Hubungan.,

Otonomi Daerah. Bangsa ini sedang menca

cari dan berusaha menemukan salu format

konstitusionallsme yang baru bagi dirinya,

untuk kepentingan penataan ulang sislem
manajemen kehidupan bangsa ini di 6emua

bldang politik ekonomi, sosial budaya dan
Hankam, termasuk mengenai Pemerintahan

dan Otonomi Daerah.

Konstitusionalisme yang dimaksud bukan

konstitusi dalam rnakna rumus UUD an slch,

tetapi ialah isme, ism, pandangan,
pemahaman, serta ide atau doktrin untuk
mendapatkan satu rumusan bentuk dan pola

baru mengenai manajemen kehidupan
bangsa ini dengan semua sub-sistemnya, dan

ingin ditata kembali menurut paradigma yang

jelas, baik paradigma di tataran filosofis, politis

dan yuridis.

Hilaire Bamet mapatakan: T.anslitutlnalbrn

is ke docfiine which govems the legilimary ol
govemnent actian, By conslilutionalism is

neantin relation to constitutions wriften and
unwitten M omv with the broad philonphical

values whiten a state.tE

Dalam negara kesatuan, sangat mudah

muncul isu kepentingan nasional yang

dipedentangkan dengan kepentingan daerah.

Dalam konteks ini, Pemedntahan Pusat adalah

pembela utama kepentingan nasional.
Pemerintahan Pusat berlanggungjawab teftadap
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan

pembangunan pada tingkat nasional. Sebelum

semuanya itu dimulai, harus lebih dulu ditedal€n

gonjangnanjing politik dan kekuasaan yang hgl

berkobar secara sentral di tanah air lni. Baru

kemudian duduk bersama dengan piklnn yang

jernih dan idea-futuristik, untuk memikirkan

format konstilusionalisme yang dipandang pas

dan cocok unluk masa depan ini.

Di sinilah letak sumber kekesalan dan

kegeraman masyarakal leftadap perilaku

para aktor polllik di lanah ak ini, walaupun

masih muncul keraguan apakah memang

semuanya itu adalah sekedar politis atau telah

berkualitas sampai ke strata negarawan
(slafesmea staatsn annen\, yang mampu

mernikirkan dan merancang hari depan
bangsa dan negara ini hingga jauh ke depan
(futuristikvievlt,

Bagi Pemerintahan Pusat, sumber-
sumber kekayaan yang ada di daerah-daerah

adalah bagian yang amat penting bagi
penghasilan nasional, karena pertambahan,

industri, pertanian, kehutanan dan bebagai
bentuk badan usaha di daerah. Menurut
kacamala Pemerintahan Pusat sumb€r
kekayaan yang berasal dari sualu daerah

adalah milik nasional yang dihasilkan oleh

sualu Daerah tidak blsa hanya digunakan
untuk kepentingan daerah bersangkutan. Asas
pemelintahan merupakan salah salu
pedoman kerja Pemerintahan Pusat sehingga

sumber kekayaan yang ada di daerah tertenlu
dibagikan pula ke daerah-daerah laln, Akibat,

kskayaan suatu daerah tidak dapat dinikmati

sendkian oleh Daeral bersangkutan,

Sebaliknya, pihak daerah lebih
menekankan pada kepentingan daerah,
Dalam pandangan daerah, sumber-sumber

kekayaan yang ada di daerahnya sering kali

dianggap bisa dimanfaatkan untuk
kepenlingan daerah dan rakyat dl sana, Hal

inl terutama blla daerah bersangkutan masih

terbelakang d8n miskin. Semakin terbelakang

f0 Hilaire Barn€n, BA.LL.M, ConstMional&Adninbtntive Law,llavendish Publishing Limited., Landon,

Sydney,FourlhEdition,2000), hlm.5.



sualu daerah, ssmakln besal tuntutan supaya

sumber-sumbsr kskayaan yang ada di daerah

yang bersangkutan digunakan pertama{ama

untuk msmenuhl kebutuhan pemetintahan

dan rakyat di daerah tersebut, Jawaban yang

utama, dimulai monata kembali "hubungan

kekuasan, dan hubungan keuangan antara

Pusat dan Daerah' secara nasional melalui

undang.undang, kemudian disusul dengan
petunjuk pelaksanaan (juklak) yang dialur

melalui Paraturan Pemerintah (PP). Yang

meniadi p€rtanyaan awal, sebelum itu ialah

sajauh mana konssnsus naslonal dapal
dicapai sebagai po/itical wtll,yang akan

menjadi landasan politis slrategis buat menata

hubungan yang dimaksud,

Selalah keluafnya UU Pemerinlahan

Daerah dan UU Perimbangan Keuangan

antara Pusat dan Daerah apakah semua
permasalahan sudah atau dapat segera

diselesaikan? Ternyata tidak. Bahkan timbul

masalah-masalah baru sebagai konsekuensi

dari pergeseran garis kebijakan politlk dan

perundang-undangan itu, sedangkan di sisi

lain, poraturan.peratutan untuk pelaksanaan

tidak segera dilengkapi (organieke
verordeningen). Terasa kerunyaman bahkan

k€kurangpastian hukum mengenai status,
posisi dan fungsi, dalam konteks hubungan

antara Pusat dan Daerah, bahkan juga terasa

ada kesimpangsiuran pandangan dan
penafsiran mengenai hakekat otonomi daelah

dalam UU tersebut.

Slmpulan

Menyoroti tadk ulur yang sangat keras

antara sentralisasi dan desenlralisasi dalam

perjalanan sejarah di lndonesia, yang

menyertai setiap pergantian pemegang

kekuasaan pemerinlahan negeri ini sejak

berdiri sampai dengan sekarang, umumnya

sentralisasi kakuasaan berbanding lurus

dengan kekuatan basis material negara. Disaat

basis material negara kuat, maka kekuasaan

akan terpusat di Jakarta. Di masa Soehano

kekuasaan itu bahkan diimplementasikan

secara sangat unifonnistik di atas kepentingan

Jakarla dan supremasi kultulal Jawa.
Sebaliknya, di saat basis materiil melemah,

apalagi di $aal yang sama tekanan daerah

meningkat, pusat cenderung mengendurkan

tarikan ssntralisasinya, dan daerah akan

memperoloh ruang bagi kakuasaan. 0leh
karena itu, penting untuk menerapkan

desenttalisasi politik itu secara bersamaan

dsngan demokratisasi, untuk memastikan

bahwa desentralisasi itu tak akan berjalan

secara eksesif.
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